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Petunjuk:
0. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
0. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
0. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
0. Jawaban maksimal 3 halaman
0. Soal bersifat open book
Soal
0. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
0. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapa npelayanan kebidanan
0. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
0. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
0. Berikancontoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?
	
JAWABAN
1. Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-perundangan. Peraturan yang terkait dengan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tendantang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 398/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.
2. Menjadi dasar/landasan hukum bagi dalam melaksanakan pelayanan kebidanan yang akan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan bidan.
3. a. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
b.Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, misalnya imunisasi 	      dan pemberantasan berbagai penyakit menular
c. Membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut. 
4. a. Menyelanggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
b. Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat public goods, misalnya imunisasi dan pemberantasan berbagai penyakit menular
c. Membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut.
5.Informed Consent atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas lembar persetujuan medis saja.Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia nomor 290/Menkes/PER/III/2008, persetujuan tindakan kedoketran (informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
Informed consent sendiri merupakan prosedur etika yang diatur oleh hukum dan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan sehari-hari. Komponen penting yang diperlukan dalam informed consent adalah persetujuan/penolakan pasien/keluarga yang kompeten,informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan.
Informed Choice adalah informasi untuk pasien memiliki pilihan yang ada kepadapasien dengan jelas menenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran.
[bookmark: _GoBack]Informed refusal penolakan tindakan medis ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter.
